SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
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DIBAWAH TARGET N4

DPRD Soroti
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Lanjut Rekomendasi
BPK oleh Pemprov

PADANG, HALUAN—Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
(Pemprov Sumbar) Tahun 2023. Opini WTP yang
ke-12 kalinya diterima Pemprov Sumbar secara
berturut-turutitu diserahkan saat rapat paripurna

o di DPRD Sumbar,

DPRD ..o

Senin (20/5).

Seiring penye-
ahan laporan Hasil
>emeriksaan

(LHP) atas La-

>>DPRD
hal 07

poran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
tersehut, BPK RI mengingatkan Pemprov
Sumbar untuk menuntaskan tindak lanjut
rckomendast hasil pemertksaan BPK tahun-
tahun scbelumnya.

Diketahu, capatan nndak lanjur rekomendasi
hastl pemenksaan BPK vang dilaksanakan
Pemprov Sumbar sejak 2005 hingga Desember
2023 ma bawah target nasional. “Posist
un ymendasi hasil pemeriksaan BPK
oleh Pemprov Sumbar masih di bawah target
nasional, yaitunya 68.29 persen. Sementara target
nastonal 75 persen.” ujar \uditor Utama
Keuangan Negara \ BPK RI, Slamet Kurniawan
saat menyerahkan LHP BPK kepada DPRD dan
Pemprov Sumbar

Begirupun untuk nga rahun terakhir, di mana
capaian tindak lanjut rekomendasi BPK olch
Pemprov Sumbar baru pada angka 29,05
persen. Angka ini juga jauh tertinggal dar target
nastonal.

Slamet mengatakan, BPK RI memberikan
perhatian khusus rerhadap kemajuan dndak lanjur
rekomendast hasil pemeriksaan. Melalu BPK
Perwakilan Sumbar pemerintah daerah secara
pro akof didorong menuntaskan rekomendast
vang sudah diberikan.

“Untuk mencegah hal-hal vang tdak
diinginkan di kemudian hari, pejabat vang
berranggung jawab menvelesaikan tindak lanjut
ymendast BPK kami minra agar dapat

h di

mengambil langkah-langkah strategis untuk
menuntaskan rekomendast vang sudah dibenkan,
dan memberikan upaya lebih rerhadap penye

salan rekomendasi selama masa jabatan.”
ucapnya.

Lebih lanjut fa juga menegaskan penningnya
penggunaan anggaran vang ctektit dan cfisien.
Hal ini mengingat setiap rupiah yang dialokasikan
melalui APBD bukan hanya sekadar rercantum
dalam laporan keuangan semata, tapt merupakan
st kepercayaan publik dan harapan
ar akan peningkatan kualiras hidup

mereka.

“Dalam konteks int sangatr penting bag
pemerintah daerah (pemda) untuk tdak hanya
terfokus pada pencapatan Opint WTP seb
simbol prestast. Lebih dart tru, pemerintah
daerah berkewajiban membangun pengelolaan
keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua
pihnk harus bekerja lebih keras lagi untuk
memastikan setiap dana vang dikelola mem-
bawa dampak positif unruk kesejahteraan
masyarakat,” tukasnya.

Pemprov Diminta Lakukan Inventarisasi

Kerua DPRD Sumbar Supardi mengatakan,
sebelumnya Sumatera Bargr relah mencrima
opini WTP 11 kali secara berturut-turut, dan
LHP rahun 2023 merupakan yang ke-12 kali.
Menurutnya, hal itu merupakan sebuah prestasi
vang membanggakan karena dapat memper-

tahankan opint WP tersebut. Namun demikian
amengingatkan optn WP it jangan membuat
larut dalam cuphori vang berlebihan.

Ta juga mencgaskan, DPRD sendiri terus
mengawal progees penvelesawan LHP BPK oleh
Pemprov Sumbar. Senap semester dan juga
setiap rapar kerja bersama pemda, DPRD selalu
mengorekst progres penvelesaian dart LHP BPK
tersebut.

Namun demikian, dart sckian banyak
temuan LHP pada tihun-tahun terdahulu vang
dirckomendasikan untuk dinndaklanju, cukup
banyak di antaranva vang sudah tidak bisa
dikembalikan lagi. Hal i discbabkan beberapa
fakror, salah satunva karena orang vang akan
mengembalikan temuan it sudah ndak ada atau
sudah meningoal. Kemudian, ada juga yang
sccara kondistmaren, yang berkewajiban tidak
memunekinkan ligt unruk mengembalikan,
karena sudah tua, uzur, dan lain sebagainya.

[a mengatakan, temuan-temuan seperti tadi
jumlahnya cukup banvak, dengan nila vang kecil-
kecil. Namun jika rd: disikapt olch Pemproy,
ini akan menjadi temuan berulang oleh BPK
setiap rahunnya.

Menvikapr permasalahan vang ada, 1a
meminra Pemproyv melakukan inventarisasi
mana saja temuan LHP vang masih bisa
ditindaklanjuti dan mana vang tidak. Bagi vang
sudah tak bisa dinindaklanjuti, 12 mendorong
Pemprov untuk bersurar kepada BPK RI dan
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